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PERDAGANGAN ASET KRIPTO DALAM HUKUM ISLAM:
STUDI FIKIH MUAMALAH

Abstract: The trading of crypto assets such as Bitcoin and Ethereum has become a global
phenomenon, raising serious questions regarding their permissibility under Islamic law. This
article critically positions itself within the ongoing discourse by thoroughly examining the
principles of figh muamalah, particularly justice, transparency, and the prohibition of Gharar
(uncertainty), maisir (speculation), and Riba (interest). This study employs a qualitative
method with a descriptive-analytical approach, analyzing classical and contemporary Islamic
jurisprudence, scholars' fatwas, and the technical characteristics of crypto assets and
blockchain technology. The findings indicate that crypto assets may be categorized as mal
(property) in Islam if they meet certain conditions, although trading based on excessive
speculation remains prohibited. Furthermore, blockchain technology is considered to have
potential in supporting Islamic principles of justice and transparency. The study concludes
that crypto asset trading is permissible as a commodity under strict compliance with sharia
principles and regulatory frameworks, while their use as a medium of exchange is still deemed
inappropriate due to the element of Gharar. Education, regulation, and the development of
sharia-compliant digital assets are essential to align this innovation with the objectives of
Islamic law (maqgashid sharia).
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Abstrak: Perdagangan aset kripto seperti Bitcoin dan Ethereum telah menjadi fenomena
global yang menimbulkan pertanyaan serius mengenai kehalalannya dalam perspektif hukum
Islam. Artikel ini mengambil posisi kritis terhadap wacana yang berkembang, dengan
menelaah secara mendalam prinsip-prinsip fikih muamalah terkait keadilan, transparansi,
serta larangan Gharar (ketidakpastian), maisir (spekulasi), dan Riba (bunga). Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaiji literatur fikih
klasik dan kontemporer, fatwa-fatwa ulama, serta analisis teknis terhadap karakteristik aset
kripto dan teknologi blockchain. Penelitan menemukan bahwa aset kripto dapat
dikategorikan sebagai mal (harta) dalam Islam jika memenuhi syarat tertentu, meskipun
perdagangan berbasis spekulasi tinggi tetap dilarang. Selain itu, penggunaan teknologi
blockchain dinilai potensial untuk mendukung prinsip keadilan dan transparansi syariah.
Kesimpulannya, perdagangan aset kripto diperbolehkan sebagai komoditas dengan syarat
memenuhi prinsip syariah dan regulasi yang ketat, sementara penggunaannya sebagai alat
tukar dinilai belum sesuai karena masih mengandung unsur Gharar. Edukasi, regulasi, dan
pengembangan aset berbasis syariah menjadi kunci agar inovasi ini berjalan sejalan dengan
magqasid al-shari“ah.
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1. Introduction

Perdagangan aset kripto (cryptocurrency) telah menjadi fenomena ekonomi
global yang berkembang pesat dalam dekade terakhir. Mata uang digital seperti
Bitcoin dan Ethereum kini digunakan secara luas sebagai alat investasi dan
transaksi karena keunggulannya dalam efisiensi serta sistem desentralisasi.
Fenomena ini juga menarik minat masyarakat Muslim untuk berpartisipasi dalam
ekonomi digital yang semakin maju. Namun demikian, tingginya volatilitas dan
kompleksitas hukum dalam perdagangan aset kripto menimbulkan pertanyaan
mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam fikih
muamalah, Islam menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan transparansi
dalam ftransaksi, serta melarang unsur-unsur yang merugikan seperti gharar
(ketidakpastian), maisir (perjudian), dan Riba (bunga) (Syahputra & Khairina, 2022).
Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut, perlu dilakukan kajian kritis
dan komprehensif terhadap praktik perdagangan aset kripto. Hal ini penting untuk
menilai apakah aset kripto dapat diterima sebagai instrumen keuangan yang sah
menurut hukum Islam atau justru mengandung unsur yang bertentangan dengan
nilai-nilai syariah.Dalam literatur fikih dan ekonomi Islam kontemporer, diskursus
tentang hukum aset kripto masih menunjukkan ketidaksepakatan. Sebagian ulama
menyatakan keharaman penggunaan kripto sebagai alat tukar karena sifatnya yang
tidak stabil dan tidak diakui secara resmi oleh otoritas negara. Sementara itu, ulama
lain menyatakan kebolehannya dalam konteks sebagai komoditas, selama tidak
melibatkan unsur spekulasi dan Riba. Meskipun sudah banyak tulisan ilmiah yang
membahas isu ini, sebagian besar belum secara utuh mengaitkan analisis teknis
blockchain dengan prinsip-prinsip syariah secara integratif. Selain itu, masih
terdapat kesenjangan dalam pemahaman umum masyarakat tentang akad-akad
syariah yang relevan dengan perdagangan aset kripto (Rofiullah, 2024)

Studi mengenai perdagangan aset kripto dalam perspektif hukum Islam telah
berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya
minat masyarakat terhadap aset digital seperti Bitcoin, Ethereum, dan berbagai
bentuk token lainnya (Zaki et al., 2025). Sebagian besar literatur fokus pada
pertanyaan apakah kripto dapat dikategorikan sebagai mata uang sah menurut
Islam dan apakah aktivitas perdagangannya mengandung unsur gharar, maisir,
atau spekulasi berlebihan yang dilarang dalam fikih muamalah. Meski begitu,
banyak studi tersebut masih menggunakan pendekatan normatif-tekstual yang
cenderung terbatas pada analisis hukum klasik tanpa memperhatikan konteks
perkembangan teknologi keuangan digital yang sangat dinamis. Penelitian yang
bersifat kontekstual dan empiris, yang mengaitkan praktik aktual perdagangan kripto
dengan prinsip-prinsip fikih muamalah kontemporer, masih relatif langka. Selain itu,
sebagian besar kajian tidak membedakan antara berbagai jenis aset kripto dan
model penggunaannya padahal perbedaan antara cryptocurrency, utility token, dan
security token membawa konsekuensi hukum vyang berbeda (Fauzan &
Dirkareshza, 2021) Kurangnya pembahasan tentang struktur akad dalam transaksi
kripto, seperti penggunaan smart contract, serta pengabaian terhadap dinamika
decentralized finance (DeFi), menunjukkan adanya celah dalam integrasi antara
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hukum Islam dan realitas teknologi finansial. Literatur yang ada juga jarang
menyentuh aspek interpretasi fikih lintas mazhab secara komprehensif dalam
menilai hukum kripto. Beberapa fatwa dari lembaga otoritatif seperti MUI, Dar al-Ifta
Mesir, dan AAOIFI telah dikeluarkan, namun belum banyak dianalisis secara
akademik dan komparatif dalam literatur ilmiah. Fakta ini menunjukkan perlunya
pendekatan yang lebih interdisipliner, menggabungkan kajian fikih klasik dengan
analisis teknologi dan ekonomi digital. Kekosongan inilah yang menandakan adanya
gap dalam literatur dan membuka ruang penting untuk kajian yang lebih holistik,
sistematis, dan aplikatif terhadap perdagangan aset kripto dalam kerangka fikih
muamalah.

Berdasarkan evaluasi terhadap studi-studi sebelumnya, tampak bahwa
sebagian besar kajian hanya berfokus pada aspek legalitas umum aset kripto dalam
hukum Islam, dengan pendekatan yang cenderung normatif dan tekstual. Banyak
penelitian hanya mengulang pertanyaan seputar halal-haramnya kripto tanpa
mendalami struktur transaksi, jenis akad yang digunakan, atau mekanisme
teknologis yang melatarbelakangi sistem kripto. Padahal, dalam fikih muamalah,
konteks dan jenis akad sangat memengaruhi status hukum suatu transaksi. Selain
itu, sangat sedikit kajian yang mengaitkan isu perdagangan kripto dengan
transformasi ekonomi digital global yang mendorong lahirnya inovasi seperti
blockchain, smart contract, dan decentralized finance (DeFi) (Schar, 2021). Studi-
studi tersebut juga belum secara serius menelaah bagaimana lembaga keuangan
syariah, baik nasional maupun internasional, merespons fenomena ini secara
operasional dan kebijakan. Kelemahan lainnya adalah kurangnya eksplorasi
terhadap pertimbangan maqashid syariah, yaitu dalam menilai potensi maslahat
(kemanfaatan) dan mafsadat (kerusakan) yang ditimbulkan oleh perdagangan aset
kripto terhadap umat. Dimensi sosial-ekonomi seperti perlindungan konsumen,
keadilan distribusi, dan stabilitas pasar belum banyak disentuh dalam kerangka fikih
(Hilyatin, 2019). Bahkan, respon terhadap fatwa-fatwa resmi dari lembaga seperti
MUI, Dar al-Ifta Mesir, atau AAOIFI pun belum diintegrasikan secara analitis dalam
studi akademik. Dengan kata lain, kajian hukum Islam tentang kripto masih
terfragmentasi, belum menyentuh kedalaman aspek filosofis maupun teknis. Oleh
karena itu, dibutuhkan analisis yang lebih komprehensif, yang tidak hanya
menekankan aspek fikih normatif tetapi juga teknis aplikatif. Pendekatan semacam
ini diharapkan dapat memberikan pijakan hukum yang lebih kokoh, adaptif, dan
relevan terhadap kebutuhan umat Islam yang terlibat dalam perdagangan aset
kripto di era digital saat ini.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, pertanyaan
utama yang diangkat dalam studi ini adalah: “Bagaimana hukum perdagangan aset
kripto dalam perspektif fikih muamalah, dan sejauh mana kesesuaiannya dengan
prinsip-prinsip syariah?” Pertanyaan ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk
merumuskan kerangka hukum lIslam yang dapat memandu umat Muslim dalam
menghadapi fenomena baru dalam dunia keuangan digital. Studi ini mengajukan
hipotesis bahwa aset kripto dapat diperbolehkan sebagai komoditas yang sah untuk
diperdagangkan, asalkan memenuhi sejumlah persyaratan syariah seperti
kejelasan akad, tidak mengandung unsur spekulasi yang berlebihan (gharar), serta
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tidak digunakan dalam aktivitas yang dilarang secara syar’i. Tujuan utama dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan aset kripto dalam pandangan
hukum Islam dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini mencakup
kajian terhadap literatur fikih klasik dan kontemporer, termasuk pandangan ulama
dari berbagai mazhab serta fatwa-fatwa resmi dari lembaga keagamaan seperti
Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dar al-Ifta Mesir, dan AAOIFI (Irsyadi, 2023). Selain
itu, studi ini juga mempertimbangkan aspek teknis dari perdagangan kripto,
termasuk pemahaman terhadap teknologi blockchain, mekanisme smart contract,
dan sistem pertukaran digital (crypto exchange) yang menjadi infrastruktur utama
dalam ekosistem aset kripto (Herman et al., 2024). Dengan menggabungkan
analisis normatif fikih dan pemahaman terhadap konteks ekonomi digital, penelitian
ini bertujuan menyusun argumentasi hukum yang bersifat aplikatif, kontekstual, dan
mampu menjawab tantangan zaman. Diharapkan, hasil dari studi ini dapat
memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan serta menjadi referensi praktis bagi
para pelaku ekonomi syariah, lembaga keuangan Islam, dan masyarakat umum
dalam memandang legalitas perdagangan aset kripto secara syar’i.

2. Literature Review

Aset kripto merupakan representasi dari aset digital yang dibangun
menggunakan teknologi kriptografi dan sistem blockchain. Teknologi ini
memungkinkan pencatatan transaksi secara terdistribusi, transparan, dan aman,
serta tidak dikendalikan oleh otoritas pusat (Amrullah, 2023) Dalam konteks
ekonomi Islam, pembahasan mengenai aset kripto difokuskan pada aspek fikih
muamalah, terutama terkait dengan prinsip keadilan, transparansi, serta larangan
terhadap Gharar (ketidakpastian), maisir (perjudian), dan Riba (bunga). Aset kripto
seperti Bitcoin dan Ethereum, meskipun tidak memiliki bentuk fisik, dipandang oleh
sebagian ulama sebagai "mal mutagawwim", yakni harta yang sah secara syariah
karena memiliki nilai dan manfaat yang bisa diperjualbelikan (Maftuhul Fahmi, 2023)
Prinsip dasar ekonomi Islam juga menekankan bahwa segala bentuk transaksi
diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarang secara eksplisit, sebagaimana
kaidah fikih "al-ashlu fil mu’amal at al-ibahah". Oleh karena itu, aset kripto dapat
masuk dalam kajian hukum Islam sejauh memenuhi syarat akad dan tidak
melibatkan unsur yang diharamkan (Rahmah, 2014).

Namun demikian, sejumlah studi menunjukkan bahwa masih terdapat
perdebatan dalam literatur mengenai kesesuaian aset kripto dengan prinsip syariah.
Beberapa penelitian menyoroti adanya unsur Gharar dan maisir akibat tingginya
volatilitas harga dan spekulasi tanpa dasar yang sering terjadi dalam praktik
perdagangan kripto. Studi-studi tersebut juga mengkritisi kurangnya pemahaman
masyarakat terhadap teknologi blockchain dan risiko transaksi digital, yang
membuka celah terjadinya ketimpangan informasi (information asymmetry). Di sisi
lain, sebagian literatur memandang bahwa dengan penerapan akad-akad syariah
seperti bai’, sharf, wakalah, dan musyarakah yang tepat, serta adanya sistem
regulasi dan sertifikasi halal, aset kripto dapat dikelola secara syariah (Rahayu et
al., 2022). Majelis Ulama Indonesia (MUI) misalnya, membolehkan kripto sebagai
komoditas dengan syarat tertentu, namun melarangnya sebagai alat tukar. Gap

69



Ridwan Safari, Femas Septiadi, Fazira Thania, Asrizal Saiin, (2025). Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 4(1).
ISSN (Online): 2985-8488

dalam literatur tampak pada kurangnya integrasi antara analisis hukum fikih dan
pemahaman teknis terhadap mekanisme blockchain yang menjadi fondasi dari
sistem kripto itu sendiri.

Fikih muamalah merupakan cabang dari ilmu fikih yang mengatur tata cara
hubungan antar manusia dalam bidang sosial dan ekonomi berdasarkan prinsip-
prinsip syariah. Dalam konteks ekonomi, fikih muamalah berfungsi sebagai
landasan normatif bagi pelaksanaan transaksi keuangan, perdagangan, dan
kegiatan bisnis agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip utama dalam fikih
muamalah mencakup keadilan, kejelasan akad, saling ridha, serta larangan
terhadap unsur-unsur yang merusak seperti ghardr (ketidakjelasan), maisir
(spekulasi atau perjudian), dan Riba (bunga) (Jannah et al., 2025). Konsep fikih
muamalah ini bersifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan zaman selama tidak
bertentangan dengan magashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam
yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan
(Nofinawati, 2014).

Dalam penerapannya terhadap fenomena modern seperti perdagangan aset
kripto, konsep fikih muamalah menghadapi tantangan interpretatif yang signifikan.
Sebagian ulama menggunakan pendekatan analogi (Qiyds) untuk menilai hukum
kripto berdasarkan prinsip-prinsip muamalah yang telah mapan, seperti melihat
kripto sebagai komoditas yang diperdagangkan melalui akad bai’ atau sharf. Namun,
pendekatan ini tidak selalu memadai mengingat kompleksitas teknologi kripto,
seperti penggunaan smart contract dan sistem desentralisasi yang tidak dikenal
dalam transaksi konvensional (Septianda et al., 2022). Selain itu, masih banyak
perdebatan mengenai apakah kripto memenuhi syarat sebagai mal (harta bernilai)
dalam fikih, serta sejauh mana ia mengandung unsur gharar atau maisir. Beberapa
kajian kontemporer mencoba memadukan fikih normatif dengan analisis maqgasid
al-sharrah.untuk mengevaluasi manfaat (maslahat) dan risiko (mafsadat) dari
penggunaan kripto bagi masyarakat. Misalnya, apabila kripto dapat meningkatkan
inklusi keuangan dan memperluas akses transaksi yang aman dan transparan,
maka sebagian ulama berpendapat bahwa penggunaannya bisa diperbolehkan
dengan regulasi dan batasan tertentu (Baharudin Vanani & Suselo, 2021). Oleh
karena itu, penerapan fikih muamalah terhadap kripto menuntut metode jjtihad yang
kontekstual dan responsif terhadap dinamika ekonomi digital.

Perspektif hukum Islam terhadap aset kripto merupakan pendekatan
normatif yang bertujuan menilai keabsahan kepemilikan dan transaksi aset digital
berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Sujianto & Ni'mah, 2024). Dalam Islam, suatu
aset atau komoditas dianggap sah diperdagangkan apabila memenuhi kriteria
sebagai mal mutagawwam, yaitu harta yang memiliki nilai dan diperbolehkan
penggunaannya secara syar’i. Penilaian terhadap aset kripto umumnya dikaitkan
dengan beberapa prinsip utama dalam fikih muamalah, seperti larangan terhadap
gharar (ketidakpastian), maisir (perjudian), dan Riba (bunga), serta pentingnya akad
yang jelas dan saling menguntungkan. Sejumlah lembaga keagamaan telah
mengeluarkan fatwa terkait kripto, di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang
menyatakan bahwa aset kripto haram digunakan sebagai mata uang, namun bisa
halal sebagai komoditas jika memenuhi syarat. Sementara itu, Dar al-Iffa Mesir dan
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beberapa ulama kontemporer memiliki pandangan yang lebih fleksibel, dengan
menekankan perlunya regulasi dan kehati-hatian. Pendekatan hukum Islam
terhadap aset kripto sangat dipengaruhi oleh metode ijtihad, qiyas (analogi), serta
pertimbangan maqasid al-sharrah dalam menilai maslahat dan mafsadat dari
penggunaannya (Ausop et al., 2018).

Dalam praktiknya, penilaian hukum terhadap aset kripto masih bersifat
variatif dan belum mencapai konsensus yang kuat di kalangan ulama. Hal ini
disebabkan oleh perbedaan pendekatan metodologis yang digunakan, baik secara
tekstual (berdasarkan nash) maupun kontekstual (berbasis maqasid al-shari‘ah.dan
realitas ekonomi modern). Misalnya, sebagian ulama menilai kripto mengandung
unsur gharéar karena volatilitas harga yang tinggi dan minimnya jaminan nilai intrinsik,
sementara yang lain berargumen bahwa fluktuasi adalah ciri umum pasar bebas
dan tidak serta-merta menjadikannya haram (Apriliani et al., 2022). Selain itu, fatwa-
fatwa yang dikeluarkan belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas sistem
teknologi blockchain dan ragam jenis kripto, seperti perbedaan antara utility token
dan security token, yang memiliki struktur penggunaan dan risiko berbeda.
Beberapa studi juga mengkritik pendekatan hukum yang terlalu berhati-hati dan
tidak adaptif terhadap perkembangan keuangan digital, sehingga berpotensi
menutup peluang inovasi ekonomi syariah (Fachmi & Mayesti, 2022) Oleh karena
itu, dibutuhkan pendekatan hukum Islam yang lebih progresif dan berbasis pada
ijtihad kontemporer, agar mampu menjawab tantangan kripto secara adil, realistis,
dan sesuai dengan tujuan-tujuan utama syariat.

3. Method

Fenomena perdagangan aset kripto menjadi isu sentral yang relevan untuk
dikaji karena menyangkut keterlibatan umat Islam dalam sistem ekonomi digital
global yang terus berkembang. Maraknya penggunaan aset kripto seperti Bitcoin
dan Ethereum, serta tingginya minat masyarakat Muslim untuk berinvestasi di
dalamnya, menimbulkan kebutuhan mendesak akan kejelasan hukum dari
perspektif syariah. Banyaknya ketidaksesuaian dalam praktik perdagangan kripto
dengan prinsip-prinsip Islam, seperti munculnya unsur gharar dan maisir, serta
belum adanya konsensus ulama yang komprehensif, menjadi alasan utama
mengapa isu ini dipilih sebagai fokus penelitian.

Penelitian ini tidak menguiji hipotesis secara statistik, tetapi mengkaji data
secara konseptual dan normatif guna menemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian
transaksi aset kripto dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Kasus et al., 2024). Data
yang digunakan bersifat kualitatif sekunder, yang dikumpulkan dari literatur klasik
dan kontemporer dalam bidang fikih muamalah dan ekonomi syariah, serta dari
dokumen fatwa dan hasil kajian akademik. Sumber data utama penelitian ini
mencakup kitab-kitab fikih muamalah, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI),
publikasi dari lembaga keuangan syariah internasional seperti AAOIFI, serta artikel-
artikel ilmiah yang relevan dari jurnal bereputasi. Pemilihan data dilakukan secara
purposive, yaitu dengan memilih dokumen dan referensi yang secara langsung
membahas hukum transaksi digital atau aset kripto dalam perspektif Islam. Kriteria
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seleksi difokuskan pada sumber-sumber yang memuat argumen fikih yang kuat,
bersifat kontemporer, dan berbasis otoritas keilmuan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research),
dengan menelusuri literatur dari jurnal ilmiah, buku, fatwa, dan dokumen digital yang
membahas aset kripto dan hukum Islam (Salah et al., 2023). Pengumpulan data
juga mencakup pencatatan dan pengelompokan pendapat ulama serta
pengklasifikasian jenis transaksi dan akad yang digunakan dalam aktivitas
perdagangan aset digital. Proses analisis data dilakukan dalam beberapa tahap.
Pertama, peneliti mengidentifikasi isu utama yang berkaitan dengan aset kripto
dalam hukum Islam. Kedua, data dikategorisasi berdasarkan prinsip-prinsip fikih
seperti keadilan, larangan Gharar, maisir, dan Riba. Ketiga, dilakukan analisis
komparatif terhadap pendapat ulama, bak yang membolehkan maupun yang
melarang, untuk memperoleh sintesis yang utuh. Keempat, peneliti menyimpulkan
pandangan hukum atas perdagangan aset kripto dengan mempertimbangkan aspek
maslahat dan mafsadat, serta relevansinya dengan maqashid syariah.

4. Result

Fenomena perdagangan aset kripto telah menjadi bagian penting dari
perkembangan ekonomi digital global dalam beberapa tahun terakhir. Aset kripto
seperti Bitcoin dan Ethereum diperdagangkan secara luas melalui platform digital
yang bersifat terdesentralisasi, tanpa keterlibatan otoritas keuangan pusat.
Karakteristik utamanya mencakup volatilitas harga yang tinggi, penggunaan
teknologi blockchain, serta anonimitas dalam transaksi. Dalam konteks masyarakat
Muslim, hal ini memunculkan kekhawatiran karena belum adanya kepastian hukum
terhadap keabsahan perdagangan aset kripto dalam perspektif fikih muamalah.
Banyak umat Islam yang tertarik untuk berpartisipasi dalam investasi ini, namun
minimnya pemahaman serta ketiadaan panduan syariah yang memadai membuat
mereka berisiko terlibat dalam praktik yang bertentangan dengan prinsip Islam
(Rolando & Izmuddin, 2024).

Beberapa faktor yang memperumit legalitas aset kripto dalam Islam antara
lain adalah sifat spekulatifnya, ketidakjelasan nilai intrinsik, serta absennya
underlying asset yang dapat dijadikan dasar nilai. Dalam pandangan hukum Islam,
kondisi ini dapat mengandung unsur maisir dan gharar yang dilarang. Ketimpangan
pemahaman masyarakat terhadap teknologi blockchain dan ketidaktahuan akan
akad yang sah juga memperparah potensi pelanggaran prinsip muamalah. Selain
itu, perbedaan pendapat ulama dan lembaga fatwa, termasuk sikap moderat dari
Majelis Ulama Indonesia yang membolehkan kripto sebagai komoditas namun
melarangnya sebagai mata uang, menunjukkan belum adanya konsensus yang
utuh (Waldelmi et al., 2024).

Implikasi dari kondisi ini bersifat transformatif. Perdagangan aset kripto
menuntut adanya jjtihad baru dalam fikih muamalah yang lebih adaptif terhadap
teknologi. Inovasi seperti OneGram dan Islamic Coin mencerminkan potensi
pemanfaatan teknologi untuk memperkuat sistem keuangan syariah. Di sisi lain,
fenomena ini menekankan pentingnya penguatan literasi digital dan ekonomi Islam
agar masyarakat tidak terjebak dalam transaksi yang bersifat spekulatif atau
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merugikan. Maka dari itu, keterlibatan ulama, akademisi, dan regulator dalam
membentuk kerangka hukum yang kontekstual dan berbasis maqgasid al-shariah
sangat dibutuhkan agar aset kripto dapat dimanfaatkan secara halal, aman, dan
bermanfaat bagi umat (Darma, 2022).

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa perdagangan aset kripto
tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga menyangkut
nilai-nilai etika dan moral dalam Islam. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik
dan inklusif diperlukan untuk memastikan bahwa partisipasi dalam perdagangan
aset kripto tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup
edukasi yang memadai bagi masyarakat, pengembangan regulasi yang sesuai,
serta kolaborasi antara berbagai pihak terkait untuk menciptakan ekosistem
keuangan digital yang adil dan berkelanjutan (Mabruri et al., 2023).

Sebagai langkah konkret, beberapa negara telah mulai mengembangkan
kerangka kerja hukum dan regulasi yang mengakomodasi perdagangan aset kripto
dalam kerangka syariah. Langkah-langkah ini mencakup pengembangan standar
kepatuhan syariah untuk aset digital, sertifikasi produk keuangan berbasis kripto,
serta pembentukan lembaga pengawas yang memastikan kepatuhan terhadap
prinsip-prinsip Islam. Inisiatif semacam ini dapat menjadi contoh bagi negara-negara
lain dalam mengintegrasikan teknologi baru dengan nilai-nilai keagamaan dan
budaya lokal.

Dengan demikian, fenomena perdagangan aset kripto dalam masyarakat
Muslim menuntut pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Melalui ijtihad
yang kontekstual, edukasi yang berkelanjutan, dan regulasi yang adaptif, umat
Islam dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh teknologi kripto sambil
tetap menjaga integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini
tidak hanya akan memperkuat posisi umat Islam dalam ekonomi digital global, tetapi
juga memastikan bahwa perkembangan teknologi berjalan seiring dengan nilai-nilai
keadilan, transparansi, dan keberlanjutan yang dianjurkan dalam Islam (Robi.,
2024)

5. Discussion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan aset kripto merupakan
fenomena yang kompleks dan mengandung berbagai potensi konflik dengan
prinsip-prinsip fikih muamalah. Aset kripto seperti Bitcoin dan Ethereum dipandang
sebagai instrumen ekonomi baru yang memiliki karakteristik tidak berwujud, tidak
stabil, dan bersifat spekulatif ( Faozi M, et al., 2022). Dalam hukum Islam, transaksi
yang mengandung unsur Gharar, maisir, dan Riba dinilai haram, sehingga muncul
pertanyaan mengenai keabsahan transaksi kripto. Di sisi lain, sebagian ulama dan
lembaga fatwa seperti MUl membuka ruang kebolehan dengan syarat bahwa kripto
digunakan sebagai komoditas, bukan sebagai alat tukar, dan bahwa transaksi
dilakukan secara transparan dan memenuhi prinsip keadilan. Penelitian ini juga
menyoroti pentingnya memahami teknologi blockchain dan akad-akad syariah yang
relevan untuk menghindari praktik spekulatif yang merugikan (Benuf et al., 2019).

Refleksi dari temuan ini menunjukkan bahwa penyebab utama kontroversi
hukum terhadap aset kripto terletak pada karakteristik teknis dan fungsional dari
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aset tersebut. Sifat kripto yang tidak memiliki bentuk fisik dan nilai intrinsik yang jelas
menciptakan keraguan dalam klasifikasi fikih. Selain itu, rendahnya literasi digital di
kalangan umat Islam menyebabkan ketimpangan pemahaman antara pelaku dan
investor, yang membuka ruang terjadinya Gharar. Belum adanya regulasi terpadu
yang mengawasi transaksi kripto dari perspektif syariah juga menambah kerumitan
dalam menentukan hukum aktivitas ini. Ketidaksamaan pandangan ulama
mengenai apakah aset kripto termasuk mal mutagawwim, serta status akad dalam
transaksi kripto, memperlihatkan perlunya pendekatan fikih yang lebih kontekstual
(Robbani et al., 2022)

Dampak dari ketidakjelasan ini sangat signifikan. Umat Islam yang ingin
berinvestasi dalam aset digital dihadapkan pada dilema antara kebutuhan ekonomi
dan kepatuhan terhadap prinsip agama. Ketidaktegasan hukum dapat memicu
praktik spekulatif yang meluas, penyalahgunaan aset untuk tujuan ilegal, hingga
kerugian finansial akibat investasi yang tidak dipahami dengan benar. Di sisi lain,
potensi kripto sebagai inovasi finansial yang efisien dan inklusif justru bisa hilang
jika tidak difasilitasi dengan pendekatan syariah yang progresif. Oleh karena itu,
kesadaran kolektif untuk memahami dan mengatur perdagangan kripto dari
perspektif maqasid al-sharrah.sangat diperlukan agar inovasi tidak bertentangan
dengan nilai-nilai Islam (Arif et al., 2022)

Hasil penelitian ini selaras dengan beberapa studi sebelumnya seperti
Hamdi & Junaedi (2023) dan Kusuma Atmaja et al. (2024), yang menegaskan
bahwa aset kripto bisa diperbolehkan dalam Islam jika digunakan sebagai
komoditas dan diatur secara ketat. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi
lebih dengan menekankan integrasi antara analisis fikih dan pemahaman teknis
blockchain, yang sering kali diabaikan dalam studi sebelumnya. Pendekatan
komparatif terhadap berbagai akad syariah seperti bai’, sharf, dan wakalah juga
menjadi keunggulan dari studi ini (Yunus, 2019). Selain itu, penelitian ini lebih
menekankan pada pentingnya perspektif maqasid al-shariah.dalam menilai
maslahat dan mafsadat dari perdagangan aset kripto, bukan sekadar menggunakan
pendekatan tekstual-normatif semata.

Sebagai solusi, diperlukan langkah konseptual dan kebijakan yang holistik.
Pertama, regulasi perdagangan kripto perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip
syariah, terutama terkait larangan Riba, Gharar, dan maisir. Kedua, lembaga
keuangan syariah dan otoritas fatwa harus berperan aktif dalam merumuskan
panduan dan fatwa operasional yang kontekstual terhadap fenomena aset digital
(Nugraheni, 2019 ). Ketiga, literasi publik tentang akad syariah dan risiko teknologi
kripto harus diperluas melalui pendidikan dan sosialisasi. Keempat, dukungan
terhadap pengembangan aset kripto berbasis syariah seperti token halal, smart
contract Islami, dan platform perdagangan yang diawasi secara syariah perlu
diperkuat. Dengan demikian, perdagangan aset kripto dapat diarahkan menjadi
instrumen ekonomi Islam yang progresif, inklusif, dan tetap berlandaskan pada nilai-
nilai keadilan dan transparansi (Fitri & Ismail, 2024).
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6.Conclusion

Penelitian ini menemukan bahwa perdagangan aset kripto dalam perspektif
fikih muamalah memiliki kedudukan hukum yang tidak tunggal, tergantung pada
bentuk, tujuan, dan mekanisme penggunaannya. Aset kripto dapat dianggap sebagai
mal mutaqawwim jika digunakan sebagai komoditas yang diperdagangkan secara
sah, transparan, dan tidak mengandung unsur Gharar, maisir, maupun Riba
(Setiawan Prasetyo & Latumahina, 2023). Namun, penggunaan kripto sebagai alat
tukar dinilai masih bermasalah secara syariah karena belum memenuhi syarat
sebagai uang dalam Islam. Secara keseluruhan, studi ini menunjukkan bahwa
dengan pendekatan fikih yang tepat dan penerapan prinsip-prinsip syariah yang
ketat, perdagangan aset kripto dapat diarahkan ke arah yang halal dan produktif.

Kontribusi utama dari penelitian ini terletak pada penggabungan antara
analisis fikih muamalah dengan aspek teknis dari teknologi blockchain yang menjadi
fondasi aset kripto. Secara konseptual, studi ini memperkaya diskursus hukum Islam
kontemporer dengan mempertimbangkan konteks digitalisasi ekonomi global.
Secara metodologis, pendekatan deskriptif-analitis berbasis literatur klasik dan
kontemporer serta fatwa-fatwa terbaru memberikan landasan normatif yang kuat
(Halim , 2024) Studi ini juga memberikan pemetaan komprehensif mengenai
pandangan ulama, baik yang bersifat konservatif maupun progresif, serta
menyarankan perlunya fatwa-fatwa berbasis maqasid al-shari’ah.dalam menanggapi
fenomena ekonomi digital (Habibi & Fathurohman, 2024).

Meski demikian, studi ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama,
penelitian ini hanya menggunakan pendekatan kualitatif berbasis literatur, tanpa
melibatkan data empiris dari pelaku industri kripto syariah atau wawancara dengan
otoritas fatwa. Kedua, pembahasan terhadap struktur akad-akad syariah masih
bersifat umum dan belum diuji dalam studi kasus yang spesifik. Ketiga, aspek
regulasi internasional dan perbandingan antarnegara Muslim belum dikaji secara
mendalam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan
pendekatan studi lapangan dan analisis kebijakan guna menghasilkan rekomendasi
yang lebih aplikatif dalam merumuskan hukum perdagangan aset kripto berbasis
Syariah.
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